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ABSTRACT

This study examines the implementation of the School Driving Program (Program
Sekolah Penggerak) as a national education policy aimed at improving school
quality through the Merdeka Belajar framework. The research was conducted at
SMP Negeri 1 Temanggung, one of the second cohort schools appointed to
implement the program, which demonstrates strong institutional commitment and
active involvement of driving teachers. The purpose of this study is to analyze how
policy implementation is carried out in terms of communication, resources,
disposition, and bureaucratic structure, based on the policy implementation model
proposed by Edwards Ill. A qualitative descriptive approach was employed, with
data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document
analysis. Data analysis followed an interactive model consisting of data reduction,
data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through
triangulation techniques. The findings indicate that the implementation of the School
Driving Program at SMP Negeri 1 Temanggung has been carried out effectively and
systematically. Policy communication is well established through participatory
leadership and collaborative forums; human resources are strengthened through
continuous professional development, learning communities, and intensive training;
implementers demonstrate strong commitment and positive attitudes toward
change; and bureaucratic structures are supported by clear standard operating
procedures and coordination mechanisms. Moreover, the implementation of five key
interventions consultative assistance, human resource development, differentiated
learning, data-driven planning, and school digitalization has contributed to
improvements in instructional practices and school performance. These results
suggest that coherent policy implementation supported by strong leadership and
collaborative culture can significantly enhance the effectiveness of educational
reform at the school level.

Keywords: policy implementation, driving school program, education reform
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak

sebagai kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan mutu sekolah
melalui kerangka Merdeka Belajar. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1

965



mailto:1jokopras02@gmail.com
mailto:2nurkholis@upgris.ac.id
mailto:3prayitno@upgris.ac.id

Pendas : Jurnal llmiah Pendidikan Dasar,
ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950
Volume 11 Nomor 1, Maret 2026

Temanggung sebagai salah satu sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak
angkatan Il yang menunjukkan komitmen kelembagaan yang kuat serta dukungan
aktif dari guru penggerak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan
kebijakan ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward Il
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sedangkan keabsahan
data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di SMP Negeri 1
Temanggung telah berjalan secara efektif dan sistematis. Aspek komunikasi
ditunjukkan melalui kepemimpinan partisipatif dan forum kolaboratif yang
berkelanjutan; aspek sumber daya diperkuat melalui pengembangan profesional
guru, komunitas belajar, dan pelatihan intensif; aspek disposisi tercermin dari
komitmen dan sikap positif seluruh pelaksana kebijakan terhadap perubahan; serta
aspek struktur birokrasi didukung oleh prosedur operasional standar dan
mekanisme koordinasi yang jelas. Selain itu, pelaksanaan lima intervensi utama
pendampingan konsultatif, penguatan sumber daya manusia, pembelajaran
berdiferensiasi, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah berkontribusi
pada peningkatan praktik pembelajaran dan kinerja sekolah. Temuan ini
menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang terintegrasi, didukung
kepemimpinan yang kuat dan budaya kolaboratif, mampu meningkatkan efektivitas
reformasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Keywords: implementasi kebijakan, program sekolah penggerak, reformasi
pendidikan

A.Pendahuluan tingkat tinggi, literasi dasar, serta
Peningkatan mutu - pendidikan pembentukan karakter peserta didik
(OECD, 2019). Namun demikian,

berbagai laporan internasional dan

merupakan isu strategis yang terus
menjadi perhatian utama di berbagai
negara, termasuk Indonesia, seiring

nasional menunjukkan bahwa mutu

dengan tuntutan global terhadap pembelajaran di  sekolah masih

kualitas sumber daya manusia yang , ,

menghadapi tantangan serius,
adaptif, kritis, dan berkarakter.
Pendidikan pada abad ke-21 tidak lagi

hanya berorientasi pada penguasaan

khususnya terkait rendahnya capaian
literasi dan numerasi serta
kesenjangan kualitas antar satuan

konten, ftetapi  juga  pada pendidikan (Kemdikbudristek, 2022).

pengembangan kompetensi berpikir
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Sebagai respons atas kondisi

tersebut, pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Merdeka

Belajar yang bertujuan mendorong

meluncurkan  kebijakan

transformasi sistem pendidikan
secara menyeluruh. Salah satu
program strategis dalam kebijakan
tersebut adalah Program Sekolah
Penggerak, yang dirancang untuk
mempercepat  peningkatan  mutu
melalui penguatan kepemimpinan
pembelajaran, pengembangan guru,
pembelajaran berpusat pada peserta
didik, perencanaan berbasis data,
serta pemanfaatan teknologi digital
(Kemdikbudristek, 2021). Program ini
menempatkan sekolah sebagai pusat
perubahan  dengan  pendekatan
transformasional yang berorientasi
pada peningkatan kualitas proses dan
hasil pembelajaran.

Secara konseptual, Program
Sekolah Penggerak selaras dengan
pandangan bahwa peningkatan mutu
pendidikan sangat ditentukan oleh
kualitas kepemimpinan sekolah dan
profesionalisme guru. Leithwood,
Hopkins (2020)

menegaskan bahwa kepemimpinan

Harris, dan

pembelajaran yang efektif memiliki

pengaruh signifikan terhadap

peningkatan praktik pembelajaran dan
capaian belajar peserta didik. Selain
itu, pengembangan komunitas belajar
profesional dipandang sebagai
strategi kunci dalam mendorong
refleksi  kolektif, kolaborasi, dan
perbaikan berkelanjutan di lingkungan
sekolah (DuFour & Fullan, 2013).
Meskipun demikian, keberhasilan
suatu kebijakan pendidikan tidak
hanya ditentukan oleh kualitas
perumusan kebijakan, tetapi sangat
bergantung proses implementasinya
di lapangan. Berbagai studi kebijakan
publik menunjukkan bahwa kegagalan
implementasi sering kali disebabkan
oleh lemahnya komunikasi kebijakan,
keterbatasan sumber daya,
rendahnya komitmen pelaksana, serta
kompleksitas struktur birokrasi (Hill &
Hupe, 2014). Dalam

pendidikan, tantangan implementasi

konteks

menjadi semakin kompleks karena
melibatkan banyak aktor dengan latar
belakang, kepentingan, dan kapasitas
yang beragam.

Edward 1l (1980)
mengemukakan bahwa implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat
variabel utama, vyaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi pelaksana,
dan struktur birokrasi. Komunikasi

yang jelas dan konsisten diperlukan
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agar kebijakan dipahami secara utuh
oleh para pelaksana. Sumber daya
yang memadai, baik sumber daya
nonmanusia,

manusia maupun

menjadi prasyarat  keberhasilan
implementasi. Disposisi atau sikap
pelaksana menentukan sejauh mana
kebijakan dengan komitmen dan
integritas, sementara struktur birokrasi
berperan menciptakan mekanisme
koordinasi dan pengendalian yang
efektif. Kerangka  ini relevan
digunakan untuk menganalisis
Sekolah

Penggerak yang melibatkan berbagai

implementasi Program
tingkat birokrasi dan aktor pendidikan.

SMP Negeri 1 Temanggung
merupakan salah satu sekolah yang
ditetapkan sebagai
Sekolah

angkatan Il. Berdasarkan data rapor

pelaksana
Program Penggerak
pendidikan dan dokumen internal
sekolah, terdapat indikasi peningkatan
kualitas pembelajaran dan
pengelolaan sekolah setelah program
diimplementasikan. Namun, capaian
tersebut tidak dapat dilepaskan dari
dinamika proses implementasi
kebijakan yang berlangsung di
termasuk

sekolah, bagaimana

kebijakan dikomunikasikan,
bagaimana sumber daya dimobilisasi,

serta bagaimana sikap dan komitmen

warga sekolah terhadap perubahan
kebijakan.

Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini berfokus pada
analisis  implementasi  kebijakan
Program Sekolah Penggerak di SMP
Negeri 1 Temanggung dengan
menggunakan kerangka teori
implementasi kebijakan Edward Il
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mendeskripsikan dan menganalisis
aspek komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi dalam
pelaksanaan program. Secara
teoretis, penelitian ini memperkaya
kajian implementasi kebijakan
pendidikan, sementara secara praktis
diharapkan memberikan kontribusi
sebagai bahan  evaluasi dan
rekomendasi pemangku kebijakan
dan praktisi pendidikan dalam
meningkatkan efektivitas pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak di

tingkat satuan pendidikan.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif analitis, yang dipilih untuk
memperoleh pemahaman mendalam
mengenai proses implementasi
Sekolah

Penggerak di  tingkat satuan

kebijakan Program
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pendidikan. Pendekatan kualitatif
dipandang relevan karena penelitian
ini berfokus pada pengungkapan
makna, proses, dan dinamika
kebijakan sebagaimana dialami dan
dipraktikkan oleh para pelaksana
kebijakan di lingkungan sekolah.
Melalui pendekatan ini, fenomena
implementasi kebijakan tidak hanya
dipahami dari aspek hasil, tetapi juga
dari konteks, interaksi, dan
pengalaman subjek penelitian.
Penelitian dilaksanakan di SMP
Negeri 1 Temanggung, yang
merupakan salah satu sekolah
Sekolah

Penggerak angkatan [l. Pemilihan

pelaksana Program
lokasi penelitian dilakukan secara

purposive dengan pertimbangan
bahwa sekolah telah menjalankan
seluruh rangkaian intervensi Program
Sekolah Penggerak secara relatif
lengkap dan berkelanjutan, sehingga
memungkinkan peneliti memperoleh
data empiris yang kaya dan
Subjek

sekolah, guru

komprehensif. penelitian
meliputi  kepala
penggerak, guru mata pelajaran, serta
pihak-pihak yang terlibat langsung
dalam perencanaan dan pelaksanaan
sekolah. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui

program di

wawancara mendalam, observasi

partisipatif, dan studi dokumentasi.
Wawancara mendalam digunakan
untuk menggali pemahaman,
pengalaman, dan persepsi subjek
penelitian terkait implementasi
kebijakan, khususnya pada aspek
komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi. Observasi
partisipatif dilakukan untuk mengamati
langsung praktik ~ pembelajaran,
aktivitas komunitas belajar, serta
mekanisme koordinasi dan
pengambilan keputusan di sekolah.
Sementara itu, studi dokumentasi
untuk menelaah dokumen pendukung,
seperti perencanaan sekolah, laporan
Sekolah

Penggerak, hasil rapor pendidikan,

pelaksanaan Program
serta kebijakan internal sekolah.
Analisis data dilakukan secara
interaktif dengan mengacu pada
model analisis Miles, Huberman, dan
Saldana yang meliputi proses reduksi
data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Reduksi
data dilakukan dengan menyeleksi,
memfokuskan, menyederhanakan
data mentah sesuai dengan fokus
penelitian. Penyajian data dilakukan
dalam bentuk narasi analitis yang
terstruktur ~ berdasarkan  variabel
implementasi kebijakan Edward IlI,

sehingga memudahkan peneliti dalam
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mengidentifikasi pola, hubungan, dan
temuan utama. Penarikan kesimpulan
secara bertahap dan terus diverifikasi
selama penelitian berlangsung.
Keabsahan data dijamin melalui
teknik  triangulasi sumber dan
triangulasi teknik. Triangulasi sumber
dilakukan dengan membandingkan
data yang diperoleh dari berbagai
informan, sedangkan triangulasi
teknik dengan membandingkan hasil
wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Dengan demikian, data
yang diperoleh diharapkan memiliki
tingkat kredibilitas dan keandalan
yang tinggi,
memperkuat temuan penelitian dan

sehingga mampu

kontribusi  ilmiah  naskah  yang

dipublikasikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi
Sekolah Penggerak di SMP Negeri 1

Temanggung berlangsung secara

Program

terencana dan menunjukkan tingkat
ketercapaian yang relatif tinggi pada
keempat  variabel implementasi
kebijakan, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Data empiris yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi memperlihatkan adanya

konsistensi antara tujuan kebijakan
dengan praktik implementasi di tingkat
sekolah.
Aspek Komunikasi Kebijakan
Komunikasi kebijakan di SMP N
1 Temanggung berlangsung secara
berjenjang, dialogis, dan
Informasi terkait
Sekolah

disampaikan melalui berbagai forum

berkelanjutan.

Program Penggerak

resmi, seperti rapat sekolah,

lokakarya internal, serta komunitas
belajar guru. Selain itu, peran guru
penggerak sebagai agen perubahan

memperkuat  proses  diseminasi

kebijakan hingga ke tingkat praktik
pembelajaran di kelas.

Tabel 1
Implementasi Komunikasi Kebijakan
Program Sekolah Penggerak
Indikator Temuan Empiris
Kejelasan Tujuan program
tujuan kebijakan | dipahami oleh kepala
sekolah dan mayoritas
guru

Media Rapat sekolah,
komunikasi komunitas belajar,
platform digital
Intensitas Dilakukan secara rutin
komunikasi dan terjadwal

Pemahaman Relatif seragam dan
pelaksana minim distorsi

Temuan ini menunjukkan bahwa
komunikasi kebijakan tidak hanya
bersifat  informatif, tetapi juga
partisipatif, sehingga memungkinkan
terjadinya dialog dan Kklarifikasi

kebijakan secara berkelanjutan.
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Aspek Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor
keberlanjutan implementasi
kebijakan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa SMP Negeri 1
Temanggung memiliki sumber daya
manusia yang cukup memadai,
terutama dengan adanya guru
penggerak yang telah memperoleh
pelatihan intensif. Selain itu,
dukungan sarana berupa platform
pembelajaran digital, modul ajar, dan
rapor pendidikan memperkuat
implementasi kebijakan berbasis data.

Tabel 2
Ketersediaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya

Jenis Sumber | Kondisi Pemanfaatan
Daya
SDM (Kepala | Memadai | Berperan aktif
sekolah, guru sebagai
penggerak) penggerak
perubahan
Sarana Cukup Mendukung

pembelajaran pembelajaran

berdiferensiasi

Data Tersedia | Digunakan

pendidikan dalam
perencanaan
sekolah

Pemanfaatan sumber daya tidak
hanya bersifat administratif, tetapi
juga diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran dan refleksi
berbasis data.

Aspek Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana
kebijakan menunjukkan tingkat

penerimaan dan komitmen yang tinggi

Sekolah

Penggerak. Guru dan tenaga

terhadap Program

kependidikan telah  menunjukkan

keterbukaan terhadap perubahan,
meskipun pada tahap awal masih
ditemukan resistensi ringan yang
bersifat adaptif.

Tabel 3
Disposisi Pelaksana Kebijakan

Indikator Temuan
Sikap terhadap | Positif dan progresif
kebijakan
Komitmen Tinggi
implementasi
Kesiapan berubah

Meningkat secara
bertahap
Mulai terbentuk

Budaya refleksi

Temuan ini mengindikasikan
bahwa perubahan sikap pelaksana
kebijakan berlangsung secara evolutif,
seiring dengan meningkatnya
pemahaman dan pengalaman
implementasi.

Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di SMP Negeri
1 Temanggung relatif fleksibel dan
adaptif. Sekolah memiliki prosedur
operasional standar yang mendukung
Sekolah

Penggerak, sekaligus memberi ruang

pelaksanaan Program

inovasi bagi guru.

Tabel 4
Struktur Birokrasi Implementasi
Program
Komponen Kondisi
SOP program Jelas dan
terdokumentasi
Alur koordinasi Efektif dan tidak
berbelit
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Pengambilan Partisipatif
keputusan

Monitoring dan | Dilakukan secara
evaluasi berkala

Struktur birokrasi yang adaptif
memungkinkan kebijakan dijalankan
secara kontekstual tanpa kehilangan
arah tujuan utama program.

Dampak Implementasi Program

Implementasi Program Sekolah
Penggerak menunjukkan dampak
positif terhadap mutu pembelajaran
dan pengelolaan sekolah. Analisis
dokumen rapor pendidikan
menunjukkan adanya tren
peningkatan pada indikator literasi,

numerasi, serta iklim pembelajaran.

Tabel 5
Perubahan Indikator Mutu Sekolah
Indikator Sebelum Sesudah
Program Program
Literasi Rendah- Sedang—
Sedang Baik
Numerasi Rendah Sedang
Iklim Kurang Lebih
pembelajaran | kondusif kondusif
Praktik refleksi | Minim Terstruktur
guru

Hasil penelitian ini  menegaskan
bahwa komunikasi kebijakan yang
efektif menjadi fondasi utama
keberhasilan implementasi Program
Sekolah Penggerak. Komunikasi yang
berlangsung secara dialogis dan
berulang memungkinkan kebijakan
dipahami secara substansial, bukan
sekadar administratif. Temuan ini

sejalan dengan Edward Il (1980)

yang menempatkan  komunikasi

sebagai variabel kunci dalam
implementasi kebijakan publik. Dari
aspek sumber daya, keberadaan guru
penggerak dan kepemimpinan kepala
sekolah terbukti berperan strategis
dalam mendorong perubahan praktik
pembelajaran. Penguatan kapasitas
guru melalui komunitas belajar
profesional mempercepat proses
refleksi dan perbaikan pembelajaran.
Hal ini menguatkan pandangan
DuFour dan Fullan (2013) bahwa
pembelajaran kolektif motor utama
peningkatan mutu sekolah.

Disposisi pelaksana kebijakan
menjadi faktor penentu keberlanjutan
implementasi. Sikap positif dan
komitmen guru terhadap perubahan
menunjukkan bahwa kebijakan tidak
hanya diterima secara formal, tetapi
juga diinternalisasi dalam praktik
profesional. Hill dan Hupe (2014)
menegaskan bahwa keberhasilan
implementasi sangat dipengaruhi oleh
sejauh mana pelaksana memiliki
kemauan dan kepercayaan terhadap
kebijakan yang dijalankan. Sementara
itu, struktur birokrasi yang jelas namun
fleksibel

menyesuaikan

memungkinkan  sekolah

kebijakan  dengan
konteks lokal tanpa mengabaikan

standar nasional. Struktur seperti ini
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mendukung inovasi dan memperkuat
rasa kepemilikan warga sekolah
terhadap program. Temuan ini
memperkuat argumentasi bahwa
birokrasi pendidikan yang adaptif
mampu  meningkatkan efektivitas
reformasi pendidikan (Leithwood et
al., 2020). Secara keseluruhan, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
Program Sekolah
SMP  Negeri 1

Temanggung merupakan hasil dari

keberhasilan

Penggerak di

sinergi antarvariabel implementasi
kebijakan. Implementasi yang
terintegrasi dan kontekstual tidak
hanya berdampak pada peningkatan
indikator mutu sekolah, tetapi juga
membentuk budaya pembelajaran
yang reflektif dan kolaboratif. Dengan
Sekolah

Penggerak memiliki potensi kuat

demikian, Program
sebagai model reformasi pendidikan
berbasis sekolah apabila didukung
oleh implementasi kebijakan yang

konsisten dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan
Program Sekolah Penggerak di SMP
Negeri 1 Temanggung telah berjalan

secara efektif dan relatif optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan
tersebut ditentukan oleh keterpaduan
empat variabel utama implementasi
kebijakan, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi pelaksana, dan
struktur birokrasi. Keempat variabel
tersebut saling berinteraksi dan
membentuk ekosistem kebijakan yang
mendukung terwujudnya transformasi
pembelajaran dan pengelolaan.
Aspek komunikasi kebijakan
menunjukkan peran yang sangat
strategis dalam memastikan
kesamaan pemahaman seluruh warga
sekolah  terhadap tujuan  dan
Sekolah

Penggerak. Komunikasi yang bersifat

mekanisme Program
dialogis dan berkelanjutan, terutama
melalui komunitas belajar dan forum
refleksi, mampu meminimalkan
distorsi kebijakan serta mendorong
keterlibatan aktif para pelaksana.
Kondisi ini memperkuat implementasi
kebijakan hingga ke level praktik
pembelajaran di kelas.

Dari sisi sumber  daya,
keberadaan kepala sekolah dan guru
penggerak yang memiliki kompetensi
dan komitmen tinggi menjadi faktor
kunci dalam mendorong perubahan.
Pemanfaatan sumber daya secara
optimal, baik sumber daya manusia,

sarana pembelajaran, maupun data

973



Pendas : Jurnal llmiah Pendidikan Dasar,

ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950

Volume 11 Nomor 1, Maret 2026

pendidikan, memungkinkan sekolah
mampu menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi serta perencanaan
berbasis data secara lebih sistematis.
Hal ini berdampak positif terhadap
peningkatan mutu pembelajaran dan
iklim sekolah.

Disposisi pelaksana kebijakan
tercermin dari sikap positif,
keterbukaan terhadap perubahan, dan
komitmen kolektif warga sekolah
dalam menjalankan Program Sekolah
Penggerak. Meskipun pada tahap
awal masih dijumpai tantangan
adaptasi, proses pendampingan dan
refleksi berkelanjutan mampu
memperkuat kesiapan guru dan
tenaga kependidikan dalam
menginternalisasi nilai-nilai kebijakan.
Sementara itu, struktur birokrasi yang
jelas, fleksibel, dan adaptif
mendukung kelancaran pelaksanaan
program tanpa menghambat inovasi
pembelajaran di tingkat sekolah.

Berdasarkan hal  tersebut,
disarankan agar implementasi
Program Sekolah Penggerak ke
semakin

depannya memperkuat

mekanisme pendampingan
berkelanjutan, khususnya dalam

menjaga  konsistensi  komunikasi
kebijakan dan penguatan kapasitas

guru. Selain itu, pemanfaatan data

pendidikan perlu terus dioptimalkan
sebagai dasar pengambilan
keputusan strategis di tingkat sekolah.
Penguatan kolaborasi antar sekolah
penggerak juga menjadi penting untuk
memperluas  dampak  kebijakan
melalui belajar dan pengimbasan.
Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan dilakukan kajian dengan
pendekatan komparatif pada
beberapa sekolah penggerak di
konteks  yang berbeda  guna
memperoleh gambaran yang lebih
luas mengenai variasi implementasi
kebijakan. Penelitian lanjutan juga
dapat mengintegrasikan pendekatan
kuantitatif untuk mengukur dampak
Sekolah

terhadap capaian belajar peserta didik

Program Penggerak

secara lebih  terukur. Dengan

demikian, hasil penelitian diharapkan

semakin memperkaya khazanah
kajian implementasi kebijakan
pendidikan serta memberikan

kontribusi nyata bagi pengembangan

kebijakan pendidikan berkelanjutan.
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